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3. BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Ofisi Prima Konsultindo 

yang berlokasi di AKR Tower Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota 

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530. Pelaksanaan praktik kerja magang dilakukan 

selama 4 bulan dimulai dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 4 Desember 

2026 dengan jam kerja normal dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 

WIB yang ditempatkan pada divisi litigasi perpajakan sebagai part-timer. Selama 

pelaksanaan kerja magang, penulis dibimbing oleh Kak Hanson Jonathan selaku 

Wakil Manager beserta Kak Ghina Afiata dan Kak Azizah Listiyana selaku Mentor.  

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat 5 klien yang ditangani dan jumlah 

tugas yang dilakukan sebanyak 13 jenis. Berikut merupakan uraian tugas-tugas 

yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang.  

3.2.1 PT Bambu 

3.2.1.1 Melakukan Perhitungan Potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26. 

Tax Exposure adalah risiko akan pajak terutang yang kemungkinan akan 

muncul pada suatu masa yang akan datang. Tujuan mencari potensi tax 

exposure adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan klien 

mengenai jumlah potensi pajak yang akan terutang pada saat proses 

pemeriksaan selesai. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 24 September 2025 

sampai dengan 30 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1. Jumlah data yang dikerjakan pada 

pekerjaan ini ada sebanyak 2374 baris data pada microsoft excel. Jenis 

dokumen yang diperlukan adalah (a) Template Kertas Kerja Tax Exposure 

PPh Pasal 23 dalam bentuk softcopy microsoft excel. Berikut Langkah-

langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 7): 
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1. Menerima dan membuka dokumen (a) Template Kertas Kerja Tax 

Exposure PPh Pasal 23/26 dalam bentuk softcopy microsoft excel lalu 

mencari entri General Ledger yang berpotensi menjadi Tax Exposure 

PPh Pasal 23/26. 

 
Gambar 3.1 Template Kertas Kerja Tax Exposure PPh Pasal 23/26  

Gambar 3.1 menunjukkan Template Kertas Kerja Tax Exposure PPh 

Pasal 23/26 untuk tahun pajak 2021 yang berisi dengan: 

a) Kolom ‘G/L Account Name’ adalah kolom yang berisi nama akun 

General Ledger. 

b) Kolom ‘Description’ adalah kolom yang berisi mengenai informasi 

lengkap dari entri General Ledger. 

c) Kolom ‘Amount (IDR)’ adalah kolom yang berisi mengenai nilai 

nominal dari entri General Ledger dalam Rupiah.  

d) Kolom ‘PPh 26’ adalah kolom yang berisi dengan Dasar Pengenaan 

Pajak untuk PPh Pasal 26 yang sesuai dengan General Ledger yang 

sudah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 

23/26 Tahun 2021. 

e) Kolom ‘PPh 23’ adalah kolom yang berisi dengan Dasar Pengenaan 

Pajak untuk PPh Pasal 23 yang sesuai dengan General Ledger yang 

sudah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 

23/26 Tahun 2021.  

f) Kolom ‘Potensi PPh 23’ adalah kolom yang akan diisi dengan nilai 

PPh Pasal 23 yang berpotensi menjadi Tax Exposure.  
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g) Kolom ‘Potensi PPh 26’ adalah kolom yang akan diisi dengan nilai 

PPh Pasal 26 yang berpotensi menjadi Tax Exposure.  

 

2. Mencari entri General Ledger yang berpotensi menjadi Tax Exposure 

PPh Pasal 23/26. 

 
Gambar 3.2 Proses Pencarian Potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26  

Gambar 3.2 menunjukkan proses pencarian potensi tax exposure untuk 

PPh Pasal 23/26 tahun pajak 2021. Untuk mencari potensi tax exposure, 

dilakukan pencarian dengan melihat pada kolom ‘PPh 26’ dan ‘PPh 23’ 
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yang memiliki nilai ‘N/A’ yang memiliki arti bahwa atas entri General 

Ledger tersebut belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 karena 

belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26.  

 

3. Melakukan perhitungan potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26.  

 

Gambar 3.3 Proses Perhitungan Potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26  

Gambar 3.3 menunjukkan proses perhitungan potensi Tax Exposure 

untuk PPh Pasal 23/26 untuk tahun pajak 2021. Berikut merupakan 

penjelasan lebih lengkap mengenai elemen yang diberikan garis merah: 

a) Lihat pada kolom ‘G/L Account Name’, terdapat nama-nama akun, 

dari nama-nama akun tersebut cari nama akun yang berkaitan dengan 

objek PPh Pasal 23. Nama akun yang akan dipakai sebagai contoh 

adalah ‘Biaya Profesional Fee’. Akun ‘Biaya Profesional Fee’ adalah 

biaya atas jasa profesional yang digunakan perusahaan yang 

merupakan objek PPh Pasal 23 menurut UU PPh. 

b) Lihat pada kolom ‘Description’, terdapat informasi lengkap 

mengenai entri General Ledger tersebut. Kolom yang berisi 

informasi lengkap ini akan memudahkan untuk mencari potensi 

karena tidak setiap transaksi yang berada di akun ‘Biaya Profesional 

Fee’ merupakan objek PPh Pasal 23. Pada gambar 3.9, ditunjukkan 

contoh bahwa biaya tersebut merupakan ‘biaya akta & pengurusan 

SK Notaris LL & Rekan’, yang merupakan pembayaran biaya jasa 

notaris kepada Wajib Pajak Badan berbentuk Firma, sehingga 

pembayaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 23.  

c) Kolom ‘Amount’ berisi nilai atas biaya tersebut, sehingga merupakan 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PPh Pasal 23 sebesar 

Rp6.000.000,00.  
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d) Pada kolom ‘Berdasarkan SPT PPh’, cari sel yang berisi informasi 

‘N/A’ yang berarti kewajiban PPh Pasal 23 atas biaya yang 

dibayarkan tersebut belum dilaporkan. 

e) Pada kolom ‘Potensi PPh 23’, diisi dengan nilai PPh Pasal 23 yang 

berpotensi terutang dengan cara melakukan perkalian antara Dasar 

Pengenaan Pajak dengan tarif PPh Pasal 23. Karena entri General 

Ledger tersebut dapat diidentifikasikan bahwa entri tersebut 

merupakan biaya atas jasa, maka tarif yang dipakai adalah 2%. 

Sehingga PPh Pasal 23 yang terutang menjadi Rp6.000.000,00 x 2% 

= Rp120.000,00. 

  

4. Hasil Perhitungan Potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26 dikirimkan 

kepada Mentor untuk di-review. 

 

Gambar 3.4 Hasil Perhitungan Potensi Tax Exposure PPh Pasal 23/26 

Gambar 3.4 menunjukkan hasil perhitungan potensi tax exposure PPh 

Pasal 23/26. Hasil perhitungan tersebut dikirimkan kepada Mentor untuk 

di-review dan kemudian akan dikirimkan ke perusahaan klien untuk 

membahas mengenai potensi pajak yang akan terutang pada saat proses 

pemeriksaan selesai serta membahas untuk persiapan argumen dan 

strategi untuk negosiasi dengan tim pemeriksa.  
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3.2.1.2 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. 

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah 

bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh 

pemotong/pemungut PPh atau oleh WP yang menyetor sendiri PPh Pasal 4 

Ayat 2 untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan atas objek PPh 

Pasal 4 Ayat 2, dan bentuk SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berlaku 

sebelum Tahun Pajak 2022. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 

Ayat 2 adalah untuk merangkum seluruh SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 yang 

dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini 

dilakukan mulai dari 4 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025. 

Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 

52 dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPh 

Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy pdf sebanyak 12 dokumen; (b) Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk 

softcopy pdf sebanyak 12 dokumen; (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy pdf sebanyak 27 dokumen; (d) 

Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy 

microsoft excel sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan 

yang dilakukan (Lampiran 8): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

dalam bentuk softcopy pdf. 

 

Gambar 3.5 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian Header dan Bagian A 
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Gambar 3.5 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh 4 Ayat 2 

bagian Header dan bagian A. Berikut merupakan informasi yang 

dibutuhkan dari bagian Header dan bagian A: 

a) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis SPT. Dalam 

contoh yang digunakan, jenis SPT merupakan SPT Normal karena 

yang dicentang pada kotak yang berada di samping ‘SPT Normal’.  

b) Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa/bulan 

dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang digunakan, 

masa pajaknya adalah bulan Februari tahun 2021.  

c) Pada kolom ‘NPWP’, memuat informasi mengenai Nomor Pokok 

Wajib Pajak milik perusahaan. 

d) Pada kolom ‘Nama’, memuat nama perusahaan, yaitu PT Bambu.  

 

Gambar 3.6 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian B 
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Gambar 3.6 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh 4 Ayat 2 

bagian B. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian B: 

a) Pada bagian ‘Uraian’, terdapat informasi mengenai jenis penghasilan 

yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang digunakan, 

jenis penghasilannya adalah penghasilan ‘Persewaan atas Tanah 

dan/atau Bangunan’ yang memiliki tarif sebesar 10%.  

b) Pada bagian ‘Nilai Objek Pajak’, terdapat informasi mengenai Dasar 

Pengenaan Pajak dari objek PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar 

Rp72.000.000. 

c) Pada bagian ‘PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)’, 

terdapat informasi mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 yang 

Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri, yaitu sebesar Rp7.200.000.  

 

Gambar 3.7 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian C dan Bagian D 

Gambar 3.7 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 

2 bagian C dan bagian D. Pada bagian dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 

2 terdapat informasi mengenai tanggal tanda tangan SPT Masa PPh Pasal 

4 Ayat 2. Informasi ini dapat dijadikan tanggal pelaporan dan biasanya 

sama dengan tanggal pelaporan di Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), 

namun apabila berbeda maka pilih tanggal BPE. Apabila BPE belum 

diterima, maka tanggal pelaporan yang akan direkapitulasi berdasarkan 

tanggal tanda-tangan SPT Masa. 
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2. Menerima dan membuka dokumen (b) Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy pdf.  

 

Gambar 3.8 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.8 menunjukkan tampilan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) 

untuk SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada BPE dari SPT Masa PPh Pasal 

4 Ayat 2, informasi yang akan direkapitulasi adalah informasi mengenai 

tanggal pelaporan dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang 

digunakan, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Februari dilaporkan pada 

tanggal 8 Maret 2021. Karena BPE sudah diterima maka menggunakan 

tanggal dari BPE.  

 

3. Menerima dan membuka dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN)) 

PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy pdf. 
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Gambar 3.9 Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.9 menampilkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari PPh 

Pasal 4 Ayat 2. BPN ini merupakan bukti bahwa perusahaan sudah 

menyetorkan PPh yang terutang kepada negara. Berikut informasi dari 

BPN yang akan direkapitulasi: 

a) Tanggal Pembayaran/Penyetoran, yaitu tanggal 8 Maret 2021. 

b) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). 

c) Kode Jenis Setoran (KJS), yaitu 403. 

d) Jumlah Setoran, yaitu Rp7.200.000. 
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4. Menerima dan membuka dokumen (d) Template Rekapitulasi SPT Masa 

PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel. 

 

Gambar 3.10 Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.10 menunjukkan tampilan template untuk merekapitulasi SPT 

Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT 

Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 

4 Ayat 2 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 milik 

PT Bambu akan direkapitulasi dalam template ini.  

 

5. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, (b) Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dan (c) Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 pada (d) Template 

Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. 
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Gambar 3.11 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.11 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 

Ayat 2 tahun pajak 2021 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 

4 Ayat 2. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-

langkah yang dilakukan: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu PT Bambu. 

b) Pada bagian ‘NPWP’, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik 

perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 

2. 

c) Pada bagian ini, untuk tahun diisi sesuai dengan tahun pajak pada 

dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu tahun pajak 2021. 

d) Pada bagian ini, setiap sel dalam baris tersebut diisi dengan jenis 

objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh perusahaan 

pada satu masa sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 

Ayat 2, yaitu salah satunya adalah Persewaan Tanah dan/atau 

Bangunan.  

e) Pada kolom ‘Bulan’, diisi dengan masa/bulan dari dokumen (a) SPT 

Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disampaikan. 
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f) Pada kolom ‘DPP’, diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu senilai 

Rp72.000.000. 

g) Pada kolom ‘PPh yang Dipotong/Dibayar’, diisi dengan Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak PPh Pasal 4 

Ayat 2, yaitu sebesar 10% untuk objek pajak Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan (Rp72.000.000 * 10% = Rp7.200.000).  

 

Gambar 3.12 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 (Lanjutan) 

Gambar 3.12 menunjukkan lanjutan proses rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 4 Ayat 2 untuk bagian Surat Setoran Pajak/Bukti Penerimaan 

Negara. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai langkah-langkah 

yang dilakukan: 

a) Pada kolom ‘Tanggal Lapor SPT’, diisi dengan tanggal SPT 

dilaporkan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 

2, yaitu tanggal 8 Maret 2021. 

b) Pada kolom ‘Jumlah Bayar’, diisi dengan jumlah PPh terutang yang 

dibayar/disetor sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu senilai Rp7.200.000. 

c) Pada kolom ‘Tanggal Bayar’, diisi dengan tanggal 

pembayaran/penyetoran PPh yang terutang sesuai dengan dokumen 

(b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu pada 

tanggal 8 Maret 2021. 
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d) Pada kolom ‘NTPN’, diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

PPh Pasal 4 Ayat 2. 

e) Pada kolom ‘Kode Setor’, diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 

sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh 

Pasal 4 Ayat 2, yaitu 403.  

 

Gambar 3.13 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.13 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi 

SPT Masa PPh 4 Ayat 2. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah 

adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila 

tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal 

pada setiap masa. 

 

6. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirimkan kepada 

Mentor untuk di-review. 
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Gambar 3.14 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.14 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 

2 tahun pajak 2021. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

untuk tahun pajak 2021 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review 

dan direvisi yang kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi 

terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 ataupun untuk dikirimkan kepada tim 

pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim 

pemeriksaan pajak. 

 

3.2.1.3 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2. 

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah bentuk rangkuman 

atas bukti potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan 

penghasilan terkait dengan objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Tujuan 

merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah untuk merangkum 

seluruh Bukti Potong Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh perusahaan secara 

sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 11 Agustus 2025 

sampai dengan 19 Agustus 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 494 dokumen. Jenis dokumen yang 

diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk 

softcopy pdf sebanyak 493 dokumen; dan (b) Template Rekapitulasi Bukti 

Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel sebanyak 
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1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 

9): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 

dalam bentuk softcopy pdf. 

 

Gambar 3.15 Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

Gambar 3.15 menunjukkan tampilan bukti potong PPh 4 Ayat 2 atas 

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Berikut 

merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari bukti potong: 

a) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis bukti potong dan 

jenis penghasilannya. Pada gambar 3.15, bukti potong yang 

dilampirkan sebagai contoh merupakan bukti potong PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Penghasilan dari ‘Persewaan Tanah dan/atau Bangunan’ 

yang memiliki tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.  

b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai nomor bukti potong 

yang akan direkapitulasi.   
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c) Pada baris ‘NPWP’, memuat informasi mengenai Nomor Pokok 

Wajib Pajak milik lawan transaksi/pihak yang dipotong. 

d) Pada baris ‘Nama’, memuat informasi mengenai nama dari lawan 

transaksi/pihak yang dipotong, yaitu PT G  

e) Pada kolom ‘Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)’, terdapat informasi 

mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas bukti potong tersebut yaitu 

sebesar Rp37.258.420.  

f)  Pada kolom ‘PPh yang Dipotong (Rp)’, terdapat informasi mengenai 

PPh yang dipotong atas penghasilan tersebut, yaitu sebesar 

Rp3.725.842. 

g) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai tanggal pemotongan 

penghasilan melalui bukti potong tersebut, yaitu pada tanggal 17 Mei 

2021.  

h) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib 

Pajak dari perusahaan yang memotong PPh. 

i) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai Nama dari perusahaan 

yang memotong PPh, yaitu PT Bambu. 

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Template Rekapitulasi Bukti 

Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel. 

 

Gambar 3.16 Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 
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Gambar 3.16 menunjukkan template rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 

4 Ayat 2. Template ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh 

bukti potong yang dilaporkan oleh PT Bambu dalam SPT Masa PPh 

Pasal 4 Ayat 2 selama Tahun 2021.  

 

3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 pada (b) 

Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.  

 

Gambar 3.17 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.17 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 

Ayat 2. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan 

dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu PT Bambu. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

perusahaan pemotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh 

Pasal 4 Ayat 2.  

c) Pada bagian ini, diisi dengan jenis penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 

sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu 

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Apabila jenis penghasilan 

berbeda, maka dibuat sheet baru untuk merekapitulasi jenis 

penghasilan yang berbeda. 

d) Pada bagian ini, diisi dengan tahun pajak atas seluruh bukti potong 

tersebut yaitu Tahun 2021.  
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e) Pada kolom ‘Masa’, diisi dengan masa pajak atas bukti potong yang 

direkapitulasi, dalam hal ini adalah masa 5 karena tanggal 

pemotongan adalah pada bulan Mei.  

f) Pada ‘NPWP’, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari lawan 

transaksi/pihak yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti 

Potong PPh Pasal 4 Ayat 2. 

g) Pada kolom ‘Nama’, diisi dengan nama dari lawan transaksi/pihak 

yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 

Ayat 2.  

h) Pada kolom ‘Nomor’, diisi dengan nomor dari bukti potong yang 

direkapitulasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 

Ayat 2.  

i) Pada kolom ‘Tanggal’, diisi dengan tanggal pemotongan dari bukti 

potong tersebut sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 

4 Ayat 2.  

j) Pada kolom ‘DPP’, diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak atau Nilai 

Jumlah Bruto dari bukti potong yang direkapitulasi sesuai dengan 

dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar 

Rp37.258.420.  

k) Pada kolom ‘PPh Yang Dipotong/Dibayar’, diisi dengan PPh yang 

dipotong pada bukti potong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong 

PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar Rp3.725.842 (10% dari DPP sesuai 

dengan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan).  
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Gambar 3.18 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 (Lanjutan) 

Gambar 3.18 menunjukkan proses lanjutan dari rekapitulasi bukti potong 

PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan jumlah seluruh DPP dari bukti potong 

yang direkapitulasi yang dihitung menggunakan rumus ‘=SUM’. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong dari 

bukti potong yang direkapitulasi yang dihitung menggunakan rumus 

‘=SUM’. 

 

4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirimkan kepada 

Mentor untuk di-review. 
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Gambar 3.19 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.19 menunjukkan hasil rekapitulasi dari bukti potong PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 

Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 ini kemudian 

dikirim kepada Mentor untuk di-review dan kemudian akan digunakan 

untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2.  

 

3.2.1.4 Melakukan Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. 

Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah suatu proses untuk mengecek 

kesesuaian antara PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan dalam SPT Masa 

dengan biaya-biaya dan hutang pajak yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Tujuan melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah 

untuk memastikan bahwa seluruh biaya berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat 

2 (contoh: Sewa Tanah dan/atau Bangunan, Jasa Konstruksi, Biaya Bunga 

Obligasi, dan lain-lain) yang dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai 

dengan seluruh pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah dilaporkan oleh 

perusahaan, beserta memberikan penjelasan apabila terdapat 

ketidaksesuaian. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 25 Agustus 2025 

sampai dengan 9 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 
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pelaksanaan pekerjaan ini adalah 3 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan 

sebanyak 523 baris data dalam microsoft excel. Jenis dokumen yang 

diperlukan adalah (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam 

bentuk softcopy microsoft excel; (b) General Ledger Detail dalam bentuk 

softcopy microsoft excel; (c) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 

Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel. Berikut Langkah-langkah 

pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 10): 

1. Menerima dan Membuka dokumen (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh 

Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel yang sudah direvisi 

oleh Mentor. 

 

Gambar 3.20 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Revisi 

Gambar 3.20 menunjukkan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 

yang sudah direvisi dan ditambahkan data mengenai tanggal bayar, kode 

setor dan NTPN. Seluruh data ini akan dipindahkan ke dokumen (c) 

Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 pada bagian Bukti 

Potong. 

  

2. Menerima dan Membuka dokumen (b) General Ledger Detail dalam 

bentuk softcopy microsoft excel.  
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Gambar 3.21 General Ledger Detail PT Bambu 

Gambar 3.21 menunjukkan General Ledger detail milik PT Bambu yang 

berisi seluruh transaksi yang dijurnal oleh PT Bambu selama tahun buku 

2021. General Ledger ini akan digunakan untuk mencari transaksi beban 

dan hutang yang berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2. 

 

3. Menerima dan Membuka (c) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 

4 Ayat 2 dalam bentuk softcopy microsoft excel. 

 

Gambar 3.22 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian Bukti Potong 

Gambar 3.22 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 4 

Ayat 2 bagian Bukti Potong. Template ini kemudian akan diisi 

berdasarkan dokumen (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.  
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Gambar 3.23 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Beban/Sewa 

Gambar 3.23 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 4 

Ayat 2 bagian GL Beban atau Sewa. Template ini kemudian akan diisi 

berdasarkan dokumen (b) General Ledger Detail yang berisi akun beban 

atau sewa.   

 

Gambar 3.24 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Hutang PPh 4(2) 

Gambar 3.24 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 4 

Ayat 2 bagian GL Hutang Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Template ini 

kemudian akan diisi berdasarkan dokumen (b) General Ledger Detail 

yang berisi akun berkaitan dengan hutang pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.   

 

4. Melakukan pemindahan data dari dokumen (a) Rekapitulasi Bukti 

Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 ke dokumen (c) Template Kertas Kerja 

Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. 
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Gambar 3.25 Data Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 yang akan dipindahkan 

Gambar 3.25 menunjukkan data rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 

Ayat 2 yang akan dipindahkan ke template Kertas Kerja Ekualisasi PPh 

Pasal 4 Ayat 2. Berikut merupakan informasi yang akan dipindahkan: 

a) Informasi mengenai nama perusahaan.  

b) Informasi mengenai NPWP perusahaan.  

c) Informasi mengenai jenis objek penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2.  

d) Seluruh informasi dari tabel rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 

Ayat 2.  
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Gambar 3.26 Proses Pemindahan Data ke Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.26 menunjukkan proses pengisian data template Kertas Kerja 

Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut merupakan informasi yang 

dilakukan pengisian: 

a) Nama Perusahaan, yaitu PT Bambu. 

b) NPWP Perusahaan, yaitu 02.000.000.0-000.000. 

c) Informasi mengenai representasi warna tabel untuk jenis objek 

penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2.  

d) Nama bukti potong objek penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu Sewa 

Tanah/Bangunan 

e) Seluruh informasi dari rekapitulasi bukti potong. 

 

5. Mencari entri dan melakukan penarikan data dari dokumen (b) General 

Ledger Detail untuk setiap bukti potong.  
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Gambar 3.27 Rekapitulasi Bukti Potong di Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 

Gambar 3.27 menunjukkan bukti potong yang sudah direkapitulasi dan 

sudah dipindahkan ke template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 

2. Informasi yang dibutuhkan dari rekapitulasi tersebut adalah: 

a) Informasi mengenai masa pajak dari bukti potong yang dilaporkan 

oleh perusahaan.  

b) Nilai PPh yang akan digunakan untuk mencari data di General 

Ledger, yaitu sebesar Rp168.868.260.  

 

Gambar 3.28 Proses Mencari Data di General Ledger PT Bambu 

Gambar 3.28 menunjukkan proses mencari data di General Ledger. 

Proses yang dilakukan untuk mencari data di General Ledger adalah 

sebagai berikut: 

a) Melakukan filter pada kolom ‘Add-Currency Credit Amount (IDR)’ 

sebesar Rp168.868.260. Dilakukan filter pada kolom kredit karena 

Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki saldo normal di sisi kredit.  
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b) Pada kolom ‘Grouping’, pilih akun ‘Tax Payable – PPh 4(2)’ karena 

terkait dengan Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2.  

c) Pada kolom ‘Description’, pilih deskripsi yang menganut tanggal 

yang sesuai dengan masa pajak dari bukti potong tersebut, yaitu masa 

pajak bulan 7 atau bulan Juli.  

d) Pilih external document number yang sesuai untuk dilakukan 

pencarian data mengenai entri lengkap dari General Ledger, yaitu 

external document number 0111/EX.  

 

Gambar 3.29 Proses Penarikan Data di General Ledger PT Bambu 

Gambar 3.29 merupakan proses untuk penarikan data di General Ledger 

yang dilakukan dengan mencari menggunakan External Document 

Number. Berikut merupakan informasi yang akan dipindahkan ke 

Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2: 

a) Lakukan filter dengan memasukkan nomor dokumen yang sudah 

dipilih pada kolom ‘External Document No.’ 

b) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun PPh 

Pasal 4(2) yang kemudian akan dipindahkan ke template Kertas Kerja 

PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian ‘GL Hutang PPh 4(2)’. 

c) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun Sewa 

Kantor/Mess yang kemudian akan dipindahkan ke template Kertas 

Kerja PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian ‘GL Beban/Sewa’. 

 

6. Melakukan Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan dokumen (b) 

General Ledger dengan (c) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 

4 Ayat 2 yang sudah diisi.  
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Gambar 3.30 GL Hutang PPh 4(2) yang sudah diisi 

Gambar 3.30 menunjukkan template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 

4 Ayat 2 bagian GL Hutang PPh 4(2) yang sudah diisi dengan informasi 

dari General Ledger. Pada bagian Hutang PPh 4(2) tidak terdapat selisih 

sehingga antara General Ledger dan pelaporan Bukti Potong PPh Pasal 

4 Ayat 2 sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.  

 

Gambar 3.31 GL Beban/Sewa yang sudah diisii 

Gambar 3.31 menunjukkan template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 

4 Ayat 2 bagian GL Beban/Sewa yang sudah diisi dengan informasi dari 

General Ledger. Pada bagian Beban/Sewa, terdapat selisih sebesar 

Rp168.868.260 dengan yang dilaporkan pada bukti Bukti Potong PPh 

Pasal 4 Ayat 2, sehingga perlu dilakukan penjelasan atas selisih tersebut. 

Selisih tersebut berasal dari pencatatan GL Beban/Sewa yang nilainya 

include dengan PPN yang didapatkan dengan nilai GL Beban/Sewa 

sebesar Rp1.857.550.860/110% yaitu sebesar Rp1.688.682.600 lalu 

dikali dengan 10% yang merupakan tarif PPN pada tahun 2021 yaitu 

sebesar Rp168.868.260 dan tidak terdapat pencatatan mengenai PPN 

Keluaran di General Ledger. Sehingga penjelasan atas selisih tersebut 

terjadi karena pada pencatatan GL Beban/Sewa, nilai yang dicatat adalah 

DPP + PPN yaitu Rp1.857.550.860.  
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Gambar 3.32 Penjelasan Mengenai Selisih 

Gambar 3.32 menunjukkan penjelasan mengenai selisih yang ada antara 

DPP di Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pencatatan di General 

Ledger yang diberikan dibawah tabel ekualisasi.   

 

7. Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirim kepada Mentor untuk 

dilakukan review.  

 

Gambar 3.33 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian Bukti Potong Sewa Tanah/Bangunan 

Gambar 3.33 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian 

bukti potong sewa tanah/bangunan yang memuat data seluruh bukti 

potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan sewa tanah dan/atau 

bangunan yang dipotong oleh PT Bambu selama tahun 2021.  

 

Gambar 3.34 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian GL Beban/Sewa 
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Gambar 3.34 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian 

GL Beban/Sewa yang memuat pencacatan GL Beban/Sewa atas transaksi 

sewa tanah dan/atau bangunan.  

 

Gambar 3.35 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian GL Hutang PPh 4(2) 

Gambar 3.35 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian 

GL Hutang PPh 4(2) yang memuat pencacatan GL Hutang PPh 4(2) atas 

hutang pajak yang timbul atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan. 
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Gambar 3.36 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian Penjelasan Selisih 

Gambar 3.36 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian 

penjelasan selisih yang ditulis dibawah tabel ekualisasi dan memuat 

penjelasan mengenai selisih yang terjadi antara Bukti Potong PPh Pasal 

4 Ayat 2 dengan pencatatan di General Ledger. Seluruh hasil tersebut 

kemudian dikirimkan kepada Mentor untuk dilakukan review sebelum 

dikirimkan kepada tim pemeriksa pajak sebagai pemenuhan permintaan 

data oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

  

3.2.1.5 Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran.  

Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran adalah proses 

memetakan antara transaksi penjualan yang terjadi dengan uang masuk yang 
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tercatat dalam rekening koran. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk 

dijadikan sebagai bukti kepada tim pemeriksa pajak bahwa seluruh transaksi 

penjualan yang terjadi sudah benar, sesuai dan sinkron antara pencatatan 

perusahaan dengan mutasi di rekening koran, terutama untuk bagian 

nominal transaksi. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 17 September 2025 

sampai dengan 23 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2. Jumlah dokumen yang dihasilkan 

pada pekerjaan ini ada sebanyak 173 dokumen softcopy pdf. Jenis dokumen 

yang diperlukan adalah (a) Rekapitulasi Pencatatan GL Bank atas Penjualan 

dalam bentuk softcopy microsoft excel. Berikut Langkah-langkah pekerjaan 

yang dilakukan (Lampiran 11): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan GL Bank 

atas Penjualan dalam bentuk softcopy microsoft excel.  

 

Gambar 3.37 Rekapitulasi Pencatatan GL Bank atas Penjualan 

Gambar 3.37 menunjukkan rekapitulasi pencatatan GL Bank atas 

penjualan. Seluruh data rekapitulasi pencatatan GL Bank atas penjualan 

ini kemudian akan dilakukan mapping terhadap mutasi rekening koran.  

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Rekening Koran dalam bentuk 

softcopy pdf dengan aplikasi Nitro Pro 10.  
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Gambar 3.38 Rekening Koran PT Bambu bulan Januari 

Gambar 3.38 menunjukkan rekening koran bank Mandiri milik PT 

Bambu pada bulan Januari. Pada rekening koran, terdapat uang masuk 

dari hasil penjualan yang kemudian akan dilakukan mapping dengan 

pencatatan di GL Bank.  

 

3. Melakukan Pencarian Mutasi Rekening Koran pada dokumen (b) 

Rekening Koran berdasarkan dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan GL 

Bank atas Penjualan. 



 
 

126 
Laporan Kerja Magang…, Abdullah Asep Faqihhudin, Universitas Multimedia Nusantara 

 

 

Gambar 3.39 Data yang Dibutuhkan untuk Mapping berdasarkan dokumen Rekapitulasi 
Pencatatan GL Bank atas Penjualan 

Gambar 3.39 menunjukkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan 

mapping rekening koran berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pencatatan 

GL Bank atas Penjualan. Berikut merupakan data yang diperlukan:  

a) ‘Posting Date’ yang memuat tanggal posting jurnal atas General 

Ledger tersebut, yaitu tanggal 26 Januari 2021.  

b) ‘Description’ yang memuat nama lawan transaksi/pembeli, yaitu PT. 

X.  

c) ‘Add-Currency Debit Amount (IDR)’ yang memuat nominal transaksi 

uang masuk yang terjadi pada bank, yaitu sebesar Rp192.000.000.  

d) Nomor Invoice yang akan digunakan untuk melakukan penamaan 

pada dokumen yang sudah dilakukan mapping, yaitu ‘0999 1234’.  
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Gambar 3.40 Proses Pencarian Mutasi Rekening Koran pada Dokumen Rekening Koran 

Gambar 3.40 menunjukkan proses pencarian mutasi rekening koran pada 

dokumen rekening koran untuk dilakukan mapping. Informasi yang 

dilakukan pencarian adalah sebagai berikut: 

a) Tanggal mutasi rekening koran tersebut yaitu tanggal 26 Januari 

2021, sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan 

GL Bank atas Penjualan. 

b) Nama lawan transaksi/pembeli pada deskripsi mutasi rekening koran 

yaitu PT. X, sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi 

Pencatatan GL Bank atas Penjualan. 

c) Nominal transaksi pada mutasi rekening koran yaitu Rp192.000.000, 

sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan GL 

Bank atas Penjualan. 

 

4. Melakukan Mapping Transaksi Penjualan berdasarkan dokumen (a) 

Rekapitulasi Pencatatan GL Bank atas Penjualan dengan dokumen (b) 

Rekening Koran. 
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Gambar 3.41 Proses Melakukan Mapping pada Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.41 menunjukkan proses melakukan mapping pada mutasi 

rekening koran. Berikut merupakan langkah yang perlu untuk dilakukan:  

a) Klik icon ‘Shapes’ pada tab ‘Review’ pada aplikasi Nitro Pro 10.  

b) Tandai mutasi rekening koran yang sudah dicari pada proses 

sebelumnya dengan kotak berwarna biru tua untuk menunjukkan 

bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan pencatatan GL Bank.  

 

Gambar 3.42 Proses Penyimpanan Dokumen Mutasi Rekening Koran yang Sudah Dilakukan 
Mapping 
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Gambar 3.42 menunjukkan proses penyimpanan dokumen mutasi 

rekening koran yang sebelumnya sudah dilakukan mapping. Ketika 

sudah menandai mutasi rekening koran, selanjutnya dilakukan hal 

berikut: 

a) Melakukan penyimpanan file dengan shortcut ‘F12’ untuk 

melakukan fungsi ‘Save As’. Format penamaan dari file yang sudah 

dilakukan mapping adalah “Nama Bank – Nama Lawan 

Transaksi/Pembeli – Nomor Invoice”, maka penamaan untuk contoh 

yang digunakan adalah “Mandiri – PT. X – 0999 1234’. 

b) Klik tombol ‘Save’ untuk menyimpan dokumen. 

 

5. Hasil Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran 

dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.  

 

Gambar 3.43 Folder Hasil Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.43 menunjukkan folder yang memuat hasil mapping transaksi 

penjualan dengan mutasi rekening koran.  
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Gambar 3.44 File Hasil Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran Bulan 
Januari 

Gambar 3.44 menunjukkan file hasil mapping transaksi penjualan dengan 

mutasi rekening koran untuk bulan Januari. Seluruh file hasil mapping 

ini kemudian akan dilakukan review oleh Mentor sebelum dikirimkan 

kepada tim pemeriksa pajak sebagai bukti bahwa transaksi penjualan 

yang dicatatkan pada General Ledger sudah sesuai dengan mutasi 

rekening koran.  

 

3.2.2 PT Asparagus 

3.2.2.1 Melakukan Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran. 

Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran adalah suatu proses 

untuk mengecek kesesuaian antara faktur pajak keluaran dan PPN keluaran 

yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan penjualan yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan. Tujuan melakukan ekualisasi atas PPN keluaran adalah 

untuk memastikan bahwa seluruh penjualan yang dilaporkan oleh 

perusahaan sudah sesuai dengan seluruh faktur pajak yang sudah dilaporkan 

oleh perusahaan, beserta memberikan penjelasan apabila terdapat 

ketidaksesuaian. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 15 Oktober 2025 

sampai dengan 29 Oktober 2025 Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan 

sebanyak 935 baris data dalam microsoft excel. Jenis dokumen yang 

diperlukan adalah (a) General Ledger dalam bentuk softcopy microsoft 

excel; (b) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran dalam bentuk 

softcopy microsoft excel. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang 

dilakukan (Lampiran 12): 
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1. Menerima dan membuka dokumen (a) General Ledger dalam bentuk 

softcopy microsoft excel dari Mentor. 

 

Gambar 3.45 General Ledger PT Asparagus 

Gambar 3.45 menunjukkan General Ledger milik PT Asparagus yang 

berisi seluruh transaksi yang dijurnal oleh PT Asparagus selama tahun 

buku 2022. General Ledger ini akan digunakan untuk mencari transaksi 

penjualan dan hutang yang berkaitan dengan PPN Keluaran. 

 

2. Menerima dan membuka (b) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN 

Keluaran dalam bentuk softcopy microsoft excel dari Mentor.  

 

Gambar 3.46 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh PPN Keluaran bagian Rekapitulasi Faktur 
Pajak Keluaran 

Gambar 3.46 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPN 

Keluaran bagian Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran. Template ini 

kemudian akan dilakukan ekualisasi berdasarkan dokumen (a) General 

Ledger.  
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Gambar 3.47 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL Penjualan 

Gambar 3.47 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPN 

Keluaran bagian GL Penjualan. Template ini kemudian akan diisi 

berdasarkan dokumen (a) General Ledger yang berisi akun berkaitan 

dengan penjualan oleh PT Asparagus.   

 

Gambar 3.48 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL PPN Keluaran 

Gambar 3.48 menunjukkan template kertas kerja ekualisasi PPN 

Keluaran bagian GL PPN Keluaran. Template ini kemudian akan diisi 

berdasarkan dokumen (a) General Ledger yang berisi akun berkaitan 

dengan PPN Keluaran.   

 

3. Mencari entri dan melakukan penarikan data dari dokumen (a) General 

Ledger untuk setiap Faktur Pajak Keluaran.  
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Gambar 3.49 Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran di Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN 
Keluaran 

Gambar 3.49 menunjukkan faktur pajak keluaran yang sudah 

direkapitulasi dalam template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran. 

Informasi yang dibutuhkan dari rekapitulasi tersebut adalah: 

a) Jumlah PPN yang terutang, yaitu Rp44.693.694.  

b) Informasi mengenai nama perusahaan lawan transaksi, yaitu PT S.  

 

Gambar 3.50 Proses Mencari Data di General Ledger PT Asparagus 

Gambar 3.50 menunjukkan proses mencari data di General Ledger PT 

Asparagus. Proses yang dilakukan untuk mencari data di General Ledger 

adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan filter pada kolom ‘Amount in local cur/’ sebesar 

(Rp44.693.694). Dilakukan filter pada dengan nilai negatif karena 

PPN Keluaran memiliki saldo normal di sisi kredit.  

b) Pada kolom ‘Partner Name’, pilih nama lawan transaksi yang akan 

dilakukan ekualisasi, yaitu PT. S.  

c) Pilih nomor dokumen yang sesuai untuk dilakukan pencarian data 

mengenai entri lengkap dari General Ledger, yaitu 002.  
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Gambar 3.51 Proses Penarikan Data di General Ledger PT Asparagus 

Gambar 3.51 merupakan proses untuk penarikan data di General Ledger 

yang dilakukan dengan mencari menggunakan Document No. Berikut 

merupakan informasi yang akan dipindahkan ke Template Kertas Kerja 

Ekualisasi PPN Keluaran: 

a) Lakukan filter dengan memasukkan nomor dokumen yang sudah 

dipilih pada kolom ‘Document No’, yaitu 002. 

b) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun 

Penjualan Unit yang kemudian akan ditarik ke template Kertas Kerja 

PPN Keluaran bagian ‘GL Penjualan’. 

c) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun PPN 

Keluaran yang kemudian akan ditarik ke template Kertas Kerja PPN 

Keluaran bagian ‘GL PPN Keluaran’. 

 

4. Melakukan Ekualisasi PPN Keluaran berdasarkan dokumen (a) General 

Ledger dengan (b) Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran.  

Gambar 3.52 GL Penjualan yang sudah diisi 

Gambar 3.52 menunjukkan template Kertas Kerja Ekualisasi PPN 

Keluaran bagian GL Penjualan yang sudah diisi dengan informasi dari 

General Ledger. Pada bagian GL Penjualan tidak terdapat selisih 
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sehingga antara General Ledger dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran 

sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.  

 

Gambar 3.53 GL PPN Keluaran yang sudah diisii 

Gambar 3.53 menunjukkan template Kertas Kerja Ekualisasi PPN 

Keluaran bagian GL PPN Keluaran yang sudah diisi dengan informasi 

dari General Ledger. Pada bagian GL Penjualan tidak terdapat selisih 

sehingga antara General Ledger dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran 

sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.  

 

5. Hasil Ekualisasi PPN Keluaran dikirim kepada Mentor untuk dilakukan 

review dan konfirmasi kepada klien.  

 

Gambar 3.54 Hasil Ekualisasi PPN Keluaran Bagian GL Penjualan 

Gambar 3.54 menunjukkan hasil ekualisasi PPN Keluaran bagian GL 

Penjualan yang memuat pencacatan GL Penjualan yang memuat 

informasi mengenai penjualan dari PT Asparagus.  
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Gambar 3.55 Hasil Ekualisasi PPh PPN Keluaran Bagian GL PPN Keluaran 

Gambar 3.55 menunjukkan hasil ekualisasi PPN Keluaran bagian GL 

PPN Keluaran yang memuat pencacatan GL PPN Keluaran atas hutang 

pajak PPN yang timbul atas penjualan. Dalam kasus ekualisasi PT S, 

tidak semua faktur pajak keluaran yang sudah dilaporkan dapat 

ditemukan pencatatan atas Penjualan dan PPN Keluaran di GL, sehingga 

seluruh hasil tersebut kemudian dikirimkan kepada Mentor untuk 

dilakukan review dan konfirmasi kepada klien sebelum dikirimkan 

kepada tim pemeriksa pajak sebagai pemenuhan permintaan data oleh 

Direktorat Jenderal Pajak.  

 

3.2.3 PT Kangkung 

3.2.3.1 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.  

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi adalah bentuk 

rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh 

untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang meliputi 5 jenis pajak 

yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh 

Pasal 26, dan bentuk SPT PPh Unifikasi mulai berlaku pada Tahun Pajak 

2022. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi adalah untuk 

merangkum seluruh SPT PPh Unifikasi yang dilaporkan oleh perusahaan 

secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 1 Oktober 
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2025 sampai dengan 7 Oktober 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan 

dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 61 dokumen, dengan rincian jenis 

dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPH Unifikasi dalam 

bentuk softcopy pdf berjumlah 60 dokumen; (b) Template Rekapitulasi SPT 

Masa PPh Unifikasi dalam bentuk softcopy microsoft excel berjumlah 1 

dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 

13): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi dalam 

bentuk softcopy pdf.  

 

Gambar 3.56 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian Header dan Bagian A 

Gambar 3.56 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi 

milik PT Kangkung pada bagian Header dan Bagian A. Berikut merupakan 

informasi yang diperlukan untuk proses rekapitulasi: 

a) Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa atau bulan 

dari SPT Masa PPh Unifikasi tersebut. Dalam contoh yang digunakan 

adalah masa ’03 – 2024’ yang artinya SPT Masa PPh Unifikasi tersebut 

untuk bulan Maret tahun 2024.  

b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis dari SPT Masa PPh 

Unifikasi tersebut. Dalam contoh yang digunakan adalah jenis SPT 

Normal karena dicentang pada kolom ‘SPT Normal’.  
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c) Pada bagian ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib 

Pajak dari perusahaan.  

d) Pada bagian ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama Wajib Pajak, 

yaitu PT Kangkung.  

 

Gambar 3.57 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian B 

Gambar 3.57 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi 

milik PT Kangkung pada bagian B. Informasi yang direkapitulasi pada 

bagian ini adalah: 

a) Jenis pajak PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 23. 

b) Jenis pajak PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2. 

c) PPh Pasal 23 yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp2.325.391. 

d) PPh Pasal 23 yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp2.325.391. 

e) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp4.980.817. 

f) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp4.980.817. 

g) Jumlah total PPh yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp7.306.208. 

h) Jumlah total PPh yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp7.306.208.  
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Gambar 3.58 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian C 

Gambar 3.58 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi 

milik PT Kangkung pada bagian C. Pada bagian C, hanya diperlukan 

informasi mengenai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Dalam 

hal ini, SPT Masa PPh Unifikasi milik PT Kangkung untuk masa Maret 

2024 dilaporkan pada tanggal 16 April 2024.  

  

2. Menerima dokumen (b) Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi 

dalam bentuk softcopy microsoft excel. 

 

Gambar 3.59 Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi 

Gambar 3.59 menunjukkan template untuk merekapitulasi SPT Masa 

PPh Unifikasi yang akan diisi dengan data dari SPT Masa PPh Unifikasi 

dari PT Kangkung untuk tahun pajak 2024.  

 

3. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi pada dokumen (b) 

Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi. 
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Gambar 3.60 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi  

Gambar 3.60 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi 

tahun pajak 2024 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi. 

Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PT Kangkung. 

b) Pada bagian ini, isi NPWP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi.  

c) Pada bagian ini, isi tahun dengan tahun pajak dari SPT tersebut sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu tahun pajak 

2024.  

d) Pada bagian ini, isi jenis PPh yang akan direkapitulasi sesuai dengan 

(a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 23.  

e) Pada bagian ini, isi juga dengan jenis PPh yang akan direkapitulasi 

sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 4 ayat 2. 

f) Pada kolom ‘Bulan’, isi dengan masa dari dokumen (a) SPT Masa 

PPh Unifikasi, yaitu masa Maret. Karena SPT Normal maka tidak 

ditambahkan informasi tambahan mengenai jenis SPT. Namun, 

apabila SPT merupakan SPT Pembetulan maka tambahkan informasi 

mengenai nomor Pembetulan didepan bulan [contoh: Maret (PB1), 

yaitu SPT Masa Maret Pembetulan 1]. 
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g) Pada kolom ‘PPh Terutang Pasal 23’, diisi dengan jumlah PPh Pasal 

23 yang terutang sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu 

sebesar Rp2.325.391. 

h) Pada kolom ‘Jumlah PPh yang Disetor Pasal 23’, diisi dengan jumlah 

PPh Pasal 23 yang disetor sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, 

yaitu sebesar Rp2.325.391.  

i) Pada kolom ‘PPh Terutang Pasal 4 Ayat 2’, diisi dengan jumlah PPh 

Pasal 4 Ayat 2 yang terutang sesuai dengan (a) SPT Masa PPh 

Unifikasi, yaitu sebesar Rp4.980.817. 

j) Pada kolom ‘Jumlah PPh yang Disetor Pasal 4 Ayat 2’, diisi dengan 

jumlah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor sesuai dengan (a) SPT Masa 

PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp4.980.817. 

k) Pada kolom ‘PPh Terutang Jumlah Total PPh’, diisi dengan jumlah 

dari seluruh jenis PPh yang dilaporkan dalam dokumen (a) SPT Masa 

PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp2.325.391 + Rp4.980.817 = 

Rp7.306.208. 

l) Pada kolom ‘Jumlah PPh yang Disetor Jumlah Total PPh’, diisi 

dengan jumlah dari seluruh jenis PPh yang dilaporkan dalam 

dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp2.325.391 + 

Rp4.980.817 = Rp7.306.208. 

m) Pada kolom ‘Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang 

dibetulkan’, diisi dengan jumlah PPh yang disetor apabila SPT 

merupakan SPT Pembetulan. Namun, dalam hal ini, SPT yang 

dijadikan sebagai contoh merupakan SPT Normal sehingga tidak 

perlu diisi.  

n) Pada kolom ‘Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan’, diisi dengan 

jumlah PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar berdasarkan SPT 

Pembetulan. Namun, dalam hal ini, SPT yang dijadikan sebagai 

contoh merupakan SPT Normal sehingga tidak perlu diisi. 

o) Pada kolom ‘Tanggal Lapor SPT’, diisi dengan tanggal lapor SPT 

yang berada pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Namun, 
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karena sampai pekerjaan ini selesai dilakukan, Bukti Penerimaan 

Elektronik tidak dapat diterima sehingga untuk tanggal pelaporan 

menggunakan tanggal yang tertera pada bagian C dari dokumen (a) 

SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu tanggal 16 April 2024.  

Gambar 3.61 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi 

Gambar 3.61 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi 

SPT Masa PPh Unifikasi. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah 

adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila 

tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal 

pada setiap masa.  

 

4. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi dikirimkan kepada Mentor 

untuk di-review.  

 

Gambar 3.62 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi Tahun 2024 
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Gambar 3.62 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi 

tahun pajak 2024. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi untuk 

tahun pajak 2024 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan akan 

digunakan untuk melakukan ekualisasi terhadap PPh Unifikasi ataupun 

untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan pajak apabila dilakukan 

permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak. 

 

3.2.3.2 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.  

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) adalah bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh 

pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melaporkan kewajiban 

perpajakannya atas pemungutan PPN pada saat penyerahan/penjualan dan 

pengkreditan PPN pada saat perolehan/pembelian. Tujuan merekapitulasi 

SPT Masa PPN adalah untuk merangkum seluruh SPT PPN yang dilaporkan 

oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai 

dari 8 Oktober 2025 sampai dengan 14 Oktober 2025. Jumlah dokumen 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 18 dokumen, 

dengan rincian jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPN 

dalam bentuk softcopy pdf sebanyak 17 dokumen; dan (b) Template 

Rekapitulasi SPT Masa PPN dalam bentuk softcopy microsoft excel 

sebanyak  1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan 

(Lampiran 14): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPN dalam bentuk 

softcopy pdf dari Mentor. 
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Gambar 3.63 Formulir 1111 AB SPT Masa PPN bagian Rekapitulasi Penyerahan 

Gambar 3.63 menunjukkan tampilan formulir 1111 AB SPT Masa PPN 

bagian Rekapitulasi Penyerahan. Berikut merupakan informasi yang 

diperlukan dari bagian Rekapitulasi Penyerahan: 

a) Pada bagian ‘Nama PKP’, terdapat informasi mengenai nama 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan SPT Masa PPN, 

yaitu PT Kangkung.  

b) Pada bagian ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dari PKP yang melaporkan SPT Masa PPN, 

yaitu 01.000.000.0-000.000. 

c) Pada bagian ‘Masa’, terdapat informasi mengenai masa/bulan dari 

SPT Masa PPN, yaitu Masa Agustus Tahun 2023.  

d) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari seluruh 

penyerahan PT Kangkung dengan jenis transaksi ‘Penyerahan 

Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung’, yaitu 

sebesar Rp5.124.236.615. 

e) Pada bagian ini, terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang dipungut oleh PT Kangkung dengan jenis transaksi 

‘Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak 

Digunggung’, yaitu sebesar Rp563.666.027.  

f) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis 

transaksi ‘Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut 
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sendiri’ yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar 

Rp3.628.676.615. 

g) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi ‘Penyerahan yang 

PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri’, yaitu sebesar 

Rp399.154.427. 

h) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis 

transaksi ‘Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh 

pemungut PPN’ yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar 

Rp1.495.560.000. 

i) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi ‘Penyerahan yang 

PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN’ harus dipungut 

sendiri, yaitu sebesar Rp164.511.600. 

 

Gambar 3.64 Formulir 1111AB SPT Masa PPN bagian Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan 
PM Yang Dapat Dikreditkan 

Gambar 3.64 menunjukkan formulir 1111AB SPT Masa PPN pada 

bagian Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan PM Yang Dapat 

Dikreditkan. Berikut informasi yang dibutuhkan dari bagian 

Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan: 

a) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis 

transaksi ‘Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar 
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Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 

Yang PM-nya Dapat Dikreditkan’ yang dilakukan oleh PT 

Kangkung, yaitu sebesar Rp467.854.192. 

b) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi ‘Impor BKP, 

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan 

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat 

Dikreditkan’, yaitu sebesar Rp51.464.000. 

c) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis 

transaksi ‘Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya 

Dapat Dikreditkan’ yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu 

sebesar Rp499.803.800. 

d) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi ‘Perolehan 

BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan’, 

yaitu sebesar Rp54.978.418. 

e) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis 

transaksi ‘Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat 

Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat 

Fasilitas’ yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar 

Rp64.388.822. 

f) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi ‘Impor atau 

Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor 

atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas’ yaitu sebesar 

Rp7.083.000. 

g) Pada bagian ini, terdapat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari 

seluruh transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT Kangkung, 

yaitu sebesar Rp1.032.046.814. 
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h) Pada bagian ini, terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 

seluruh transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT Kangkung, 

yaitu sebesar Rp113.525.418 

i) Pada bagian ini, terdapat jumlah kompensasi atas kelebihan PPN 

pada masa pajak sebelumnya sebesar Rp178.174.921 yang akan 

menjadi pengurang dari jumlah PPN terutang pada masa pajak 

Agustus 2023.  

j) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh Pajak Masukan yang 

dapat diperhitungkan pada Masa Agustus 2023, yaitu sebesar 

Rp284.617.339. 

 

Gambar 3.65 Formulir 1111 SPT Masa PPN 

Gambar 3.65 menunjukkan Formulir 1111 dari SPT Masa PPN. Berikut 

informasi yang dibutuhkan dari formulir 1111 SPT Masa PPN: 

a) Pada bagian ini, tercantum jumlah Pajak Keluaran yang harus 

dipungut sendiri, yaitu sebesar Rp399.154.427. 
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b) Pada bagian ini, tercantum jumlah PPN yang Kurang atau Lebih 

Dibayar pada Masa Agustus 2023, yaitu Kurang Bayar sebesar 

Rp114.537.088. 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Template Rekapitulasi SPT Masa 

PPN dalam bentuk softcopy microsoft excel.  

 

Gambar 3.66 Template Rekapitulasi SPT Masa PPN 

Gambar 3.66 menujukkan tampilan template untuk merekapitulasi SPT 

Masa PPN. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT Masa PPN milik 

PT Kangkung akan direkapitulasi dalam template ini. 

 

3. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPN pada (b) Template 

Rekapitulasi SPT Masa PPN.  
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Gambar 3.67 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPN 

Gambar 3.67 menunjukkan proses dari rekapitulasi SPT Masa PPN 

tahun pajak 2023 pada template rekapitulasi SPT Masa PPN. Berikut 

merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan; 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu PT Kangkung. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan NPWP perusahaan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 01.000.000.0-000.000. 

c) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Penyerahan yang 

PPN-nya harus dipungut sendiri’ sesuai dengan dokumen (a) SPT 

Masa PPN, yaitu Rp3.628.676.615.  

d) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi 

‘Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri’ sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu Rp399.154.427. 
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e) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Penyerahan yang 

PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN’ sesuai dengan dokumen (a) 

SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp1.495.560.000.  

f) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi 

‘Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN’ sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp164.511.600. 

g) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh DPP atas 

penyerahan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar 

Rp5.124.236.615. 

h) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh PPN atas 

penyerahan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp563.666.027. 

i) Pada bagian ', diisi dengan DPP dari transaksi ‘Impor BKP, 

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan 

pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat 

dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 

sebesar Rp467.854.192.  

j) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Impor 

BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan 

pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat 

dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 

sebesar Rp51.464.000. 

k) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Perolehan 

BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp499.803.800.  

l) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Perolehan 

BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp54.978.418. 

m) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Impor atau 

perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan 
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yang mendapat fasilitas’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, 

yaitu sebesar Rp64.388.822.  

n) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Impor atau 

perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan 

yang mendapat fasilitas’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, 

yaitu sebesar Rp7.083.000. 

o) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh DPP atas 

perolehan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar 

Rp1.032.046.814. 

p) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh PPN atas 

perolehan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp113.525.418. 

 

Gambar 3.68 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPN (Lanjutan) 

Gambar 3.68 menunjukkan proses lanjutan dari rekapitulasi SPT Masa 

PPN tahun pajak 2023 pada template rekapitulasi SPT Masa PPN. 

Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah 

pekerjaan; 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari pajak keluaran yang 

harus dipungut sendiri sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN 
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atau berdasarkan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 

pada proses rekapitulasi sebelumnya, yaitu sebesar Rp399.154.27. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari transaksi ‘Impor BKP, 

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan 

pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat 

dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 

sebesar Rp51.464.000. 

c) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari transaksi ‘Perolehan 

BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp54.978.418. 

d) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari kompensasi kelebihan 

PPN bulan lalu sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 

sebesar Rp178.174.921. 

e) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh komponen yang 

terdapat pada ‘c. Pajak yang dapat diperhitungkan’ dengan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp284.617.339. 

f) Pada bagian ‘PPN Kurang / (Lebih) Dibayar, diisi dengan 

mengurangkan ‘Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri’ dengan 

‘Jumlah Pajak Diperhitungkan’ sehingga hasilnya sebesar 

Rp114.537.088. Karena hasil dari pengurangan tersebut merupakan 

angka positif, maka status PPN untuk SPT Masa PPN masa Agustus 

2023 adalah Kurang Bayar. 
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Gambar 3.69 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPN 

Gambar 3.69 menunjukkan proses dari menghitung total dari 

rekapitulasi SPT Masa PPN. Untuk perhitungan total, SPT yang 

dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, 

namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung 

adalah SPT Normal pada setiap masa. 
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4. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPN dikirimkan kepada Mentor untuk di-

review. 

 

Gambar 3.70 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPN 

Gambar 3.70 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 

pajak 2023. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2023 

ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan direvisi yang 

kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi terhadap PPN 

Masukan/Keluaran ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan 

pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak. 

 

3.2.4 Tuan A 

3.2.4.1 Merekapitulasi Mutasi Rekening Koran. 

Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran adalah suatu rangkuman atas 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada rekening bank selama 

periode tertentu. Tujuan merekapitulasi mutasi rekening koran adalah untuk 
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mengetahui transaksi detail keuangan yang terjadi pada rekening dan total 

beserta rincian dari uang yang masuk dan keluar dari rekening pada suatu 

periode tertentu. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 30 Oktober 2025 sampai 

dengan 5 November 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan 

sebanyak 2699 baris data dalam microsoft excel. Jenis dokumen yang 

diperlukan adalah (a) Mutasi Rekening Koran dalam bentuk softcopy pdf; 

(b) Template Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran dalam bentuk softcopy 

microsoft excel. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan 

(Lampiran 15): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Mutasi Rekening Koran dalam 

bentuk softcopy pdf dari Mentor. 

 

Gambar 3.71 Mutasi Rekening Koran Bagian Halaman Awal 

Gambar 3.71 menunjukkan Mutasi Rekening Koran milik Tuan A 

bagian halaman awal yang berisi rangkuman mengenai akun rekening 

bank milik Tuan A. Pada bagian halaman awal ini juga, terdapat 
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informasi mengenai periode dari mutasi rekening koran tersebut yaitu 

periode 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022. 

 

 

Gambar 3.72 Mutasi Rekening Koran Tuan A Bagian Halaman Detail Transaksi 

Gambar 3.72 menunjukkan Mutasi Rekening Koran milik Tuan A 

bagian halaman detail transaksi yang berisi seluruh transaksi keuangan 

Tuan A di rekening bank selama periode tertentu. Berikut informasi 

yang dibutuhkan dari mutasi rekening tersebut: 

a) Nama Bank, yaitu Bank UOB. 

b) Nomor Rekening Bank, yaitu 123-123-123-1 

c) Tanggal transaksi mutasi rekening koran, yaitu tanggal 23 September 

2022. 

d) Deskripsi transaksi mutasi rekening koran. 

e) Nominal transaksi, apabila berada di kolom ‘Withdrawals’ maka 

merupakan uang keluar, apabila berada di kolom ‘Deposits’ maka 
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merupakan uang masuk. Untuk transaksi yang dijadikan contoh, 

terdapat transaksi uang keluar sebesar SGD 19,60.  

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Template Rekapitulasi Mutasi 

Rekening Koran dalam bentuk softcopy microsoft excel dari Mentor. 

 

Gambar 3.73 Template Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.73 menunjukkan Template Rekapitulasi Mutasi Rekening 

Koran untuk merekapitulasi mutasi rekening koran milik Tuan A. 

Template rekapitulasi mutasi rekening koran ini kemudian akan diisi 

berdasarkan informasi dari dokumen (a) Mutasi Rekening Koran dalam 

bentuk softcopy pdf.  

 

3. Merekapitulasi dokumen (a) Mutasi Rekening Koran pada dokumen (b) 

Template Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran. 
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Gambar 3.74 Proses Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.74 menunjukkan proses untuk merekapitulasi mutasi rekening 

koran. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-

langkah pekerjaan: 

a) Pada bagian ini, diisi berdasarkan dengan Nama Bank – Nomor 

Rekening – (Mata Uang), dalam hal ini maka diisi dengan nama UOB 

123-123-123-1 (SGD). 

b) Pada bagian ini, diisi berdasarkan dengan tahun dari mutasi rekening 

koran, yaitu tahun 2022. 

c) Pada kolom ‘Tanggal’, diisi berdasarkan tanggal transaksi mutasi 

rekening koran, yaitu tanggal 23 September 2022. 

d) Pada kolom ‘Saldo Awal’, apabila untuk baris pertama, maka diisi 

dengan saldo awal yang tertera pada mutasi rekening koran (apabila 

merekapitulasi mutasi rekening koran bulan Januari). Untuk baris-

baris selanjutnya, kolom ‘Saldo Awal’ ini diisi dengan rumus yang 

menyambungkan sel tersebut dengan kolom ‘Saldo Akhir’ pada sel 

di baris sebelumnya, yaitu sebesar SGD 54.395,10. 

e) Pada kolom ‘Keterangan’, diisi dengan keterangan yang sesuai 

dengan yang terdapat di mutasi rekening koran.  

f) Pada kolom ‘Deposits’ atau ‘Withdrawal’, diisi dengan nominal 

transaksi tersebut, yaitu sebesar SGD 19,60. 
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g) Pada kolom ‘Saldo Akhir’, dihitung dengan rumus Saldo Awal + 

Deposits + Withdrawal, yaitu sebesar SGD 54.375,50.  

 

Gambar 3.75 Proses Menghitung Total Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.75 menunjukkan proses untuk menghitung total dari seluruh 

transaksi yang sudah direkapitulasi mutasi rekening koran. Berikut 

merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan: 

a) Pada kolom ‘Deposit’, lakukan penjumlahan atas seluruh transaksi 

yang terjadi dengan rumus microsoft excel =SUM. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui transaksi uang masuk yang terjadi selama tahun 

2022. 

b) Pada kolom ‘Withdrawals’, lakukan penjumlahan atas seluruh 

transaksi yang terjadi dengan rumus excel =SUM. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui transaksi uang keluar yang terjadi selama tahun 

2022. 

 

4. Hasil Rekapitulasi Mutasi Rekening Koram dikirimkan kepada Mentor 

untuk di-review. 
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Gambar 3.76 Hasil Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran 

Gambar 3.76 menunjukkan hasil rekapitulasi mutasi rekening koran 

tahun pajak 2022. Hasil rekapitulasi mutasi rekening koran untuk tahun 

pajak 2022 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan akan 

digunakan untuk melakukan mapping transaksi, rekonsiliasi antara GL 

dengan mutasi rekening koran ataupun untuk dikirimkan kepada tim 

pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim 

pemeriksaan pajak. 

 

3.2.5 PT Grapefruit 

3.2.5.1 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26.  

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 adalah 

bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh 

pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan seluruh kewajiban 

perpajakannya atas seluruh objek PPh Pasal 21/26 yaitu penghasilan yang 

diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan merekapitulasi SPT Masa 

PPh Pasal 21/26 adalah untuk merangkum seluruh SPT PPh Pasal 21/26 

yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini 

dilakukan mulai dari 11 September 2025 sampai dengan 16 September 

2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini 

adalah 64 dokumen dengan rincian jenis beserta jumlah dokumen yang 
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diperlukan adalah (a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk softcopy pdf 

berjumlah 20 dokumen; (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh 

Pasal 21/26 dalam bentuk softcopy pdf berjumlah 20 dokumen; (c) Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21/26 dalam bentuk softcopy pdf 

berjumlah 23 dokumen; (d) Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

dalam bentuk softcopy microsoft excel berjumlah 1 dokumen. Berikut 

Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 16): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam 

bentuk softcopy pdf dari Mentor. 

 

Gambar 3.77 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian Header dan Bagian A 

Gambar 3.77 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 

bagian Header dan bagian A. Berikut merupakan informasi yang 

dibutuhkan dari bagian Header dan bagian A: 

a) Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa/bulan 

dari SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam contoh yang digunakan, masa 

pajaknya adalah bulan Oktober tahun 2022.  

b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis SPT. Dalam 

contoh yang digunakan, jenis SPT merupakan SPT Normal karena 

yang dicentang pada kotak yang berada di samping ‘SPT Normal’.  
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c) Pada kolom ‘NPWP’, memuat informasi mengenai Nomor Pokok 

Wajib Pajak milik perusahaan. 

d) Pada kolom ‘Nama’, memuat nama perusahaan, yaitu PT Grapefruit. 

 

Gambar 3.78 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian B 

Gambar 3.78 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 

bagian B. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian B: 

a) Pada bagian ‘Penerima Penghasilan’, terdapat informasi mengenai 

jenis/objek penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong 

PPh Pasal 21. Dalam contoh yang digunakan, jenis penerima 

penghasilannya adalah ‘Pegawai Tetap’. 

b) Pada bagian ‘Jumlah Penerima Penghasilan’, terdapat informasi 

mengenai jumlah dari penerima penghasilan yang penghasilannya 
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dipotong PPh Pasal 21 non-final. Berdasarkan contoh yang dipakai 

yaitu untuk ‘Pegawai Tetap’ sebanyak 1230 penerima penghasilan.  

c) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto (Rp), terdapat informasi 

mengenai jumlah penghasilan bruto dari jenis penerima penghasilan 

non-final tersebut. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Pegawai 

Tetap’, jumlah penghasilan bruto-nya sebesar Rp20.676.621.793. 

d) Pada bagian ‘Jumlah Pajak Dipotong (Rp)’, terdapat informasi 

mengenai PPh Pasal 21 non-final yang dipotong oleh PT Grapefruit. 

Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Pegawai Tetap’, jumlah 

pajak dipotong-nya sebesar Rp1.341.773.729. 

e) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh penerima penghasilan 

non final yang penghasilannya dipotong, yaitu sebanyak 1257 

penerima penghasilan. 

f) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari penghasilan bruto dari seluruh 

jenis penerima penghasilan non final, yaitu sebesar 

Rp20.846.228.241. 

g) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh PPh Pasal 21 non final 

yang dipotong, yaitu sebesar Rp1.347.073.333. 

 

Gambar 3.79 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian C 

Gambar 3.79 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 

bagian C. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian C: 
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a) Pada bagian ‘Penerima Penghasilan’, terdapat informasi mengenai 

jenis/objek penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong 

PPh Pasal 21 final. Dalam contoh yang digunakan, jenis penerima 

penghasilannya adalah ‘Penerima Uang Pesangon Yang Dibayarkan 

Sekaligus’. 

b) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto (Rp), terdapat informasi 

mengenai jumlah penghasilan bruto dari jenis penerima penghasilan 

final tersebut. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Penerima 

Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus’, jumlah penghasilan 

bruto-nya sebesar Rp19.000.000. 

c) Pada bagian ‘Jumlah Pajak Dipotong (Rp)’, terdapat informasi 

mengenai PPh Pasal 21 final yang dipotong oleh PT Grapefruit. 

Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Penerima Uang Pesangon 

Yang Dibayarkan Sekaligus’, PT Grapefruit tidak memotong PPh 

Pasal 21 final atas objek pajak tersebut sehingga yang dipotong 

adalah sebesar Rp0.  

 

Gambar 3.80 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian D dan Bagian E 

Gambar 3.80 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 

bagian D dan bagian E. Pada bagian dari SPT Masa PPh Pasal 2, terdapat 
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informasi mengenai tanggal tanda tangan SPT Masa PPh Pasal 21. 

Informasi ini dapat dijadikan tanggal pelaporan dan biasanya sama 

dengan tanggal pelaporan di Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), 

namun apabila berbeda maka pilih tanggal BPE. Apabila BPE belum 

diterima, maka tanggal pelaporan yang akan direkapitulasi berdasarkan 

tanggal tanda-tangan SPT Masa. 

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) SPT PPh Pasal 21 dalam bentuk softcopy pdf dari Mentor. 

 

Gambar 3.81 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 21 

Gambar 3.81 menunjukkan tampilan Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) untuk SPT Masa PPh Pasal 21. Pada BPE dari SPT Masa PPh 

Pasal 21, informasi yang akan direkapitulasi adalah informasi mengenai 

tanggal pelaporan dari SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam contoh yang 

digunakan, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Oktober tahun 2022 
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dilaporkan pada tanggal 17 November 2022. Karena BPE sudah 

diterima maka menggunakan tanggal dari BPE. 

 

3. Menerima dan membuka dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

PPh Pasal 21 dalam bentuk softcopy pdf dari Mentor. 

 

Gambar 3.82 Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21 

Gambar 3.82 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari PPh 

Pasal 21. BPN ini merupakan bukti bahwa perusahaan sudah 

menyetorkan PPh yang terutang kepada negara. Berikut informasi dari 

BPN yang akan direkapitulasi: 

a) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). 

b) Jumlah Setor, yaitu Rp1.341.773.729 
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c) Tanggal Bayar, yaitu tanggal 10 November 2022. 

 

4. Menerima dan membuka dokumen (d) Template Rekapitulasi SPT Masa 

PPh Pasal 21 dalam bentuk softcopy microsoft excel dari Mentor. 

 

Gambar 3.83 Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

Gambar 3.83 menunjukkan tampilan template untuk merekapitulasi SPT 

Masa PPh Pasal 21. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT Masa 

PPh Pasal 21, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 21 dan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 milik PT Grapefruit 

akan direkapitulasi dalam template ini. 

 

5. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, (b) Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 21 dan (c) Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21 pada (d) Template Rekapitulasi 

SPT Masa PPh Pasal 21. 
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Gambar 3.84 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian Jumlah Pegawai 

Gambar 3.84 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

bagian jumlah pegawai. Berikut merupakan penjelasan lengkap 

mengenai langkah-langkah yang dilakukan: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama perusaahaan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu PT Grapefruit.  

b) Pada bagian ‘NPWP’, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik 

perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, 

yaitu 04.000.000.0-000.000. 

c) Pada bagian ini, diisi sesuai dengan tahun pajak pada dokumen (a) 

SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu tahun pajak 2022.  

d) Pada kolom ‘Masa Pajak’, diisi dengan masa pajak sesuai dengan 

contoh dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu masa pajak 

Oktober.  

e) Pada kolom ‘Jumlah Pegawai’ diisi dengan jumlah penerima 

penghasilan non-final sesuai dengan objek dari masing-masing yang 

disebutkan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, 

yaitu 1230 penerima penghasilan. 

f) Pada kolom ‘Total’ dari ‘Jumlah Pegawai’, diisi dengan melakukan 

penjumlahan dari seluruh jenis jumlah penerima penghasilan non-

final yang dihitung dengan rumus microsoft excel ‘=SUM’ sehingga 

hasilnya sebanyak 1257 penerima penghasilan. 
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Gambar 3.85 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian Penghasilan Bruto 

Gambar 3.85 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 bagian penghasilan bruto. Berikut merupakan penjelasan 

lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan: 

a) Pada kolom ‘Penghasilan Bruto Non Final’, diisi dengan 

penghasilan bruto dari setiap objek penerima penghasilan non final 

sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu 

Rp20.676.621.793. 

b) Pada kolom ‘Total’ dari ‘Penghasilan Bruto Non Final’, diisi dengan 

jumlah penghasilan bruto dari seluruh objek penerima penghasilan 

non final yang dihitung dengan rumus microsoft excel ‘=SUM’ 

sehingga hasilnya sebesar Rp20.846.228.241. 

c) Pada kolom ‘Penghasilan Bruto Final’, diisi dengan penghasilan 

bruto dari setiap objek penerima penghasilan final sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp19.000.000. 

d) Pada kolom ‘Total’ dari ‘Penghasilan Bruto Final’, diisi dengan 

jumlah penghasilan bruto dari seluruh objek penerima penghasilan 

final yang dihitung dengan rumus microsoft excel ‘=SUM’ sehingga 

hasilnya sebesar Rp19.000.000. 
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Gambar 3.86 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian PPh 21 Terutang 

Gambar 3.86 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 bagian pph pasal 21 terutang. Berikut merupakan penjelasan 

lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan: 

a) Pada kolom ‘PPh 21 Terutang Non Final’, diisi dengan PPh 21 non 

final yang dipotong dari setiap objek penerima penghasilan sesuai 

dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar 

Rp1.341.773.729. 

b) Pada kolom ‘Total’ dari ‘PPh 21 Terutang Non Final’, diisi dengan 

jumlah dari seluruh PPh 21 non final yang dipotong dari seluruh 

objek penerima penghasilan yang dijumlahkan dengan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp 

1.347.073.333. 

c) Pada kolom ‘PPh 21 Terutang Final’, diisi dengan PPh 21 final yang 

dipotong dari setiap objek penerima penghasilan sesuai dengan 

dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp0 karena tidak 

terdapat PPh Pasal 21 yang terutang. 

d) Pada kolom ‘Total’ dari ‘PPh 21 Terutang Final’, diisi dengan 

jumlah dari seluruh PPh 21 final yang dipotong dari seluruh objek 

penerima penghasilan yang dijumlahkan dengan rumus microsoft 

excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp 1.347.073 karena tidak 

terdapat PPh Pasal 21 yang terutang. 
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e) Pada kolom ‘Total Seluruh Penghasilan Bruto’, diisi dengan jumlah 

dari seluruh penghasilan bruto non final dan final yang dijumlahkan 

dengan rumus microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar 

Rp20.865.228.241.  

f) Pada kolom ‘Total Seluruh PPh 21’, diisi dengan jumlah dari seluruh 

penghasilan bruto non final dan final yang dijumlahkan dengan 

rumus microsoft excel ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar 

Rp1.347.073.333. 

 

Gambar 3.87 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian Kode Billing 

Gambar 3.87 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh 

Pasal 21 bagian kode billing. Berikut merupakan penjelasan lengkap 

mengenai langkah-langkah yang dilakukan: 

a) Pada kolom ‘Tanggal Lapor’, diisi dengan tanggal pelaporan SPT 

Masa PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan 

Elektrok (BPE) PPh Pasal 21, yaitu pada tanggal 17 November 2022. 

b) Pada kolom ‘Jumlah Bayar’, diisi dengan jumlah yang dibayarkan 

sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh 

Pasal 21, yaitu sebesar Rp1.341.773.729. 
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c) Pada kolom ‘Tanggal Bayar’, diisi dengan tanggal pembayaran 

sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh 

Pasal 21, yaitu pada tanggal 10 November 2022. 

d) Pada kolom ‘NTPN’, diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

PPh Pasal 21.   

 

Gambar 3.88 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

Gambar 3.88 menunjukkan proses dari menghitung total dari 

rekapitulasi SPT Masa PPh 21.  Untuk perhitungan total, SPT yang 

dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, 

namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung 

adalah SPT Normal pada setiap masa. 

 

6. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 dikirimkan kepada Mentor 

untuk di-review.  

 

Gambar 3.89 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

Gambar 3.89 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 

tahun pajak 2022. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun 

pajak 2022 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan direvisi 
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yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

ekualisasi terhadap PPh Pasal 21 ataupun untuk dikirimkan kepada tim 

pemeriksa pajak dalam pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan 

data oleh tim pemeriksa pajak.  

 

3.2.5.2 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21/26. 

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 adalah bentuk rangkuman atas bukti 

potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan penghasilan kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan objek pajak PPh Pasal 21. Tujuan 

merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 adalah untuk merangkum seluruh 

Bukti Potong Pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis 

dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 6 November 2025 sampai 

dengan 12 November 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 948 dokumen. Jenis dokumen yang 

diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk softcopy pdf 

sebanyak 947 dokumen; dan (b) Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh 

Pasal 21 dalam bentuk softcopy microsoft excel sebanyak 1 dokumen. 

Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 17): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam 

bentuk softcopy pdf dari Mentor. 
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Gambar 3.90 Bukti Potong PPh Pasal 21 

Gambar 3.90 menunjukkan tampilan bukti potong PPh Pasal 21. Berikut 

merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari bukti 

potong: 

a) Pada bagian ‘Nomor’, terdapat informasi dari nomor bukti potong 

PPh Pasal 21, yaitu nomor 1.3-01.22.0000101. 

b) Pada bagian A baris ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penerima penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21, yaitu 55.000.000.0-000.000. 

c) Pada bagian A baris ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama dari 

penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu Tuan T. 

d) Pada bagian ‘Kode Objek Pajak’, terdapat informasi mengenai kode 

objek pajak yang dipotong pada bukti potong PPh Pasal 21, yaitu 21-

100-07 yang merupakan kode objek pajak untuk ‘Imbalan kepada 

Tenaga Ahli’. 
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e) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)’, terdapat informasi 

mengenai jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima 

penghasilan pada bukti potong PPh Pasal 21, yaitu sebesar 

Rp11.022.000. 

f) Pada bagian ‘PPh Dipotong (Rp)’, terdapat informasi mengenai PPh 

Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan dari penerima penghasilan 

tersebut di bukti potong PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp275.550. 

g) Pada bagian C baris ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pemotong PPh Pasal 21, yaitu 

04.000.000.0-000.000. 

h) Pada bagian C baris ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama 

pemotong PPh Pasal 21, yaitu PT Grapefruit.  

i) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai tanggal dari bukti 

potong PPh Pasal 21/tanggal pemotongan PPh Pasal 21, yaitu 

tanggal 31 Januari 2022. 

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Template Rekapitulasi Bukti 

Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk softcopy microsoft excel dari Mentor. 

 

Gambar 3.91 Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 

Gambar 3.91 menunjukkan template rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 

21. Template ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh bukti 

potong yang dipotong dan dilaporkan oleh PT Grapefruit dalam SPT 

Masa PPh Pasal 21 selama Tahun 2022. 
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3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 pada dokumen 

(b) Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21. 

 

Gambar 3.92 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 

Gambar 3.92 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 

21. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama pemotong PPh Pasal 21 sesuai 

dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu PT 

Grapefruit. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan NPWP dari pemotong PPh Pasal 21 

sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 

04.000.000.0-000.000. 

c) Pada kolom ‘NPWP’, diisi dengan NPWP dari pihak yang dipotong 

PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 

21, yaitu 55.000.000.0-000.000. 

d) Pada kolom ‘Nama’, diisi dengan nama dari pihak yang dipotong 

PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 

21, yaitu Tuan T. 

e) Pada bagian ‘Nomor Bukti Pemotongan’, diisi dengan nomor bukti 

potong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh 

Pasal 21, yaitu 1.3-01.22.0000101. 

f) Pada bagian ‘Tanggal Bukti Pemotongan’, diisi dengan tanggal 

bukti potong PPh Pasal 21 sesuai dengan (a) Bukti Potong PPh Pasal 

21, yaitu tanggal 31 Januari 2022. 

g) Pada bagian ‘Kode Objek Pajak’, diisi dengan kode objek pajak 

sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 21-
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100-07 yang merupakan kode objek pajak untuk imbalan kepada 

tenaga ahli.  

h) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto’, diisi dengan jumlah 

penghasilan bruto dari penghasilan yang dipotong sesuai dengan 

dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu sebesar 

Rp11.022.000. 

i) Pada bagian ‘PPh Dipotong’, diisi dengan jumlah dari PPh Pasal 21 

yang dipotong atas penghasilan tersebut di bukti potong PPh Pasal 

21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 

Rp275.550 

j) Pada kolom ‘Masa Perolehan’, diisi dengan masa pajak dari 

penerbitan bukti potong tersebut sesuai dengan tanggal bukti potong 

PPh Pasal 21. Karena bukti potong terbit pada tanggal 31 Januari 

2022, maka bukti potong tersebut termasuk pada masa pajak 1 atau 

masa pajak Januari. 

 

Gambar 3.93 Proses Menghitung Jumlah Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 

Gambar 3.93 menunjukkan proses menghitung jumlah dari rekapitulasi 

bukti potong PPh Pasal 21. Berikut penjelasan atas langkah 

pekerjaannya: 

a) Pada Total dari kolom ‘Jumlah Penghasilan Bruto’, diisi dengan 

melakukan penjumlahan penghasilan bruto dengan rumus microsoft 

excel ‘=SUM’ dari seluruh bukti potong yang sudah direkapitulasi 

sehingga hasilnya sebesar Rp12.416.502.461. 

b) Pada Total dari kolom ‘PPh Dipotong’, diisi dengan melakukan 

penjumlahan PPh yang dipotong dengan rumus  microsoft excel 
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‘=SUM’ dari seluruh bukti potong yang sudah direkapitulasi 

sehingga hasilnya sebesar Rp753.400.406. 

 

4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 dikirimkan kepada 

Mentor untuk di-review. 

 

Gambar 3.94 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 

Gambar 3.94 menunjukkan hasil rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21. 

Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Pasal 21 ini kemudian 

dikirim kepada Mentor untuk di-review dan kemudian akan digunakan 

untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 dengan biaya gaji. 

 

3.2.5.3 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi.  

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi adalah bentuk rangkuman atas 

bukti potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan penghasilan 

terkait dengan objek pajak PPh Unifikasi (PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, 

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26) yang mulai berlaku pada 

tahun pajak 2022. Tujuan merekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi adalah 

untuk merangkum seluruh Bukti Potong PPh Unifikasi yang dilaporkan oleh 

perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 

13 November 2025 sampai dengan 18 November 2025. Jumlah dokumen 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1575 dokumen. 

Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Unifikasi 
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dalam bentuk softcopy pdf sebanyak 1575 dokumen; dan (b) Template 

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi dalam bentuk softcopy microsoft 

excel sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang 

dilakukan (Lampiran 18): 

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi 

dalam bentuk softcopy pdf dari Mentor. 

 

Gambar 3.95 Bukti Potong PPh Unifikasi 

Gambar 3.95 menunjukkan tampilan bukti potong PPh Unifikasi. 

Berikut merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari 

bukti potong: 
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a) Pada bagian ‘Nomor’, terdapat informasi dari nomor bukti potong 

PPh Unifikasi, yaitu nomor 20000000984. 

b) Pada bagian A baris ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penerima penghasilan yang 

dipotong PPh Unifikasi, yaitu 20.000.000.0-000.000. 

c) Pada bagian A baris ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama dari 

penerima penghasilan yang dipotong PPh Unifikasi, yaitu PT M. 

d) Pada bagian ‘Dasar Pengenaan Pajak (Rp)’, terdapat informasi 

mengenai jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima 

penghasilan pada bukti potong PPh Unifikasi, yaitu sebesar 

Rp29.000.000. 

e) Pada bagian ‘PPh Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)’, terdapat 

informasi mengenai PPh Unifikasi yang dipotong atas penghasilan 

dari penerima penghasilan tersebut di bukti potong PPh Unifikasi, 

yaitu sebesar Rp580.000 atau sebesar 2% dari Dasar Pengenaan 

Pajak sehingga bukti potong PPh Unifikasi ini merupakan jenis PPh 

Pasal 23. 

f) Pada bagian C baris ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pemotong PPh Unifikasi, yaitu 

04.000.000.0-000.000. 

g) Pada bagian C baris ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama 

pemotong PPh Unifikasi, yaitu PT Grapefruit.  

h) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai tanggal dari bukti 

potong PPh Unifikasi/tanggal pemotongan PPh Unifikasi, yaitu 

tanggal 12 Oktober 2022. 

 

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Template Rekapitulasi Bukti 

Potong PPh Unifikasi dalam bentuk softcopy pdf dari Mentor. 
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Gambar 3.96 Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Gambar 3.96 menunjukkan template rekapitulasi bukti potong PPh 

Unifikasi. Template ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh 

bukti potong yang dilaporkan oleh PT Grapefruit dalam SPT Masa PPh 

Unifikasi selama Tahun 2022. 

 

3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi pada dokumen 

(b) Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3.97 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Gambar 3.97 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh 

Unifikasi. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya: 

a) Pada bagian ini, diisi dengan nama pemotong PPh Unifikasi sesuai 

dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu PT 

Grapefruit. 

b) Pada bagian ini, diisi dengan NPWP dari pemotong PPh Unifikasi 

sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu 

04.000.000.0-000.000. 
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c) Pada kolom ‘Masa’, diisi dengan masa pajak dari penerbitan bukti 

potong tersebut sesuai dengan lampiran yang dikirimkan oleh klien. 

Walaupun bukti potong PPh Unifikasi tersebut terbit di tanggal 12 

Oktober 2022, namun termasuk bukti potong pada masa September 

2022. 

d) Pada kolom ‘NPWP’, diisi dengan NPWP dari pihak yang dipotong 

PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh 

Unifikasi, yaitu 20.000.000.0-000.000. 

e) Pada kolom ‘Nama’, diisi dengan nama dari pihak yang dipotong 

PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh 

Unifikasi, yaitu PT M. 

f) Pada bagian ‘Nomor’, diisi dengan nomor bukti potong PPh 

Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, 

yaitu 2000000984. 

g) Pada bagian ‘Tanggal’, diisi dengan tanggal bukti potong PPh 

Unifikasi sesuai dengan (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu 

tanggal 12 Oktober 2022. 

h) Pada bagian ‘DPP’, diisi dengan dasar pengenaan pajak dari 

penghasilan yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong 

PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp29.000.000. 

i) Pada bagian ‘PPh Dipotong/Dibayar’, diisi dengan jumlah dari PPh 

Unifikasi yang dipotong atas penghasilan tersebut sesuai dengan 

dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu Rp580.000. 

 

Gambar 3.98 Proses Menghitung Total Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Gambar 3.98 menunjukkan proses untuk menghitung total dari 

rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi. Berikut penjelasan atas langkah 

pekerjaannya: 
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a) Pada bagian total dari ‘DPP’, diisi dengan menjumlahkan seluruh 

Dasar Pengenaan Pajak dari seluruh bukti potong PPh Unifikasi 

yang sudah direkapitulasi dengan rumus microsoft excel ‘=SUM’, 

sehingga hasilnya sebesar Rp18.267.984.768. 

b) Pada bagian total dari ‘PPh Dipotong/Dibayar’, diisi dengan 

menjumlahkan seluruh Dasar Pengenaan Pajak dari seluruh bukti 

potong PPh Unifikasi yang sudah direkapitulasi dengan rumus 

microsoft excel ‘=SUM’, sehingga hasilnya sebesar Rp283.994.168. 

  

4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi dikirimkan kepada 

Mentor untuk di-review. 

 

Gambar 3.99 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Gambar 3.99 menunjukkan hasil rekapitulasi dari bukti potong PPh 

Unifikasi. Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Unifikasi ini 

kemudian dikirim kepada Mentor untuk di-review dan dilakukan 

klasifikasi jenis pasal pajak penghasilannya, kemudian akan digunakan 

untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 

22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. 
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3.2.5.4 Menyusun Dokumen Minutes of Hearing (MoH). 

Minutes of Hearing (MoH) adalah notulensi yang berisi ringkasan pokok 

pembahasan dalam sebuah proses persidangangan di Pengadilan Pajak. 

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk membuat dokumen 

yang berisi notulensi mengenai pokok-pokok yang dibahas di dalam sidang 

yang kemudian akan diberikan kepada perusahaan klien. Pengerjaan 

penyusunan dokumen ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai 

dengan 22 Agustus 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Daftar jenis dokumen yang 

diperlukan dalam pekerjaan ini adalah (a) Surat Panggilan Sidang dalam 

bentuk softcopy pdf; dan (b) Template Minutes of Hearing (MoH) dalam 

bentuk softcopy microsoft word. Berikut langkah-langkah pekerjaan yang 

dilakukan (Lampiran 19): 

1. Mengikuti seluruh proses persidangan banding di Pengadilan Pajak yang 

dilaksanakan secara online berdasarkan undangan dari dokumen (a) 

Surat Panggilan Sidang dalam bentuk softcopy pdf. 

 

Gambar 3.100 Website E-Tax Court 

Gambar 3.100 menunjukkan tampilan website e-Tax Court yang dipakai 

untuk seluruh layanan pengadilan pajak. Seluruh dokumen-dokumen 

terkait dengan sengketa pajak perusahaan yang akan diserahkan atau 
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diterima akan dikirimkan melalui website e-Tax Court, termasuk surat 

untuk Panggilan Sidang. 

 

Gambar 3.101 Surat Panggilan Sidang 

Gambar 3.101 menunjukkan surat Panggilan Sidang yang dikirimkan 

oleh Sekretariat Pengadilan Pajak kepada perusahaan sebagai undangan 

untuk mengikuti proses persidangan yang diterima melalui website e-

Tax Court. Proses persidangan banding pada tanggal 20 Agustus 2025 

dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Selama 

proses persidangan, catat poin-poin penting selama persidangan 

berlangsung.  
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2. Menerima dokumen (b) Template Minutes of Hearing (MoH) dalam 

bentuk softcopy microsoft word dari Mentor. 

 
Gambar 3.102 Template Minutes of Hearing (MoH) 

Gambar 3.102 menunjukkan template dari dokumen Minutes of Hearing 

(MoH). Dokumen Minutes of Hearing (MoH) ini akan disusun dengan 

ringkasan jalannya persidangan di pengadilan pajak. 

 

3. Menyusun dokumen (b) Template Minutes of Hearing (MoH) dalam 

bentuk softcopy microsoft word berdasarkan catatan poin-poin penting 

persidangan. 
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Gambar 3.103 Proses Penyusunan Minutes of Hearing (MoH) 

Gambar 3.103 menunjukkan proses penyusunan Minutes of Hearing 

(MoH). Berikut merupakan hal yang diisi dalam dokumen tersebut: 

a) Pada bagian ‘Hari/Tanggal/Waktu’, diisi dengan hari dan tanggal 

dari persidangan sesuai dengan dokumen (a) Surat Panggilan 

Sidang, yaitu Rabu, 20 Agustus 2025.  

b) Pada bagian ‘Tempat’, diisi dengan tempat dari persidangan, tempat 

dari persidangan antara di Pengadilan Pajak dan Online. Karena 

persidangan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom 

Meeting, maka diisi dengan Online.  

c) Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Majelis Hakim 

dalam persidangan tersebut.  

d) Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Pemohon 

Banding dalam persidangan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon 

Banding diwakilkan oleh Kuasa Hukum maka dibelakang nama dari 

anggota Pemohon Banding diberi tambahan informasi berupa 

‘(KH)’ yang menandakan bahwa anggota dari pihak Pemohon 

Banding tersebut merupakan Kuasa Hukum dari Pemohon Banding. 
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e) Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Terbanding 

dalam persidangan tersebut. 

f) Pada bagian ‘Pembahasan’, diisi dengan nomor sidang beserta 

pokok pembahasan sidang tersebut. Sidang tersebut merupakan 

sidang ke-enam dan pokok pembahasannya adalah mengenai 

Transfer Pricing Documentation.  

g) Pada bagian ‘Pembahasan dalam Persidangan’, diisi dengan seluruh 

pembahasan yang berlangsung pada persidangan. Mulai dari alur 

persidangan, pembahasan pokok oleh Pemohon Banding, 

pembahasan pokok oleh Terbanding, tanggapan Majelis Hakim, 

tanggapan Pemohon Banding, tanggapan Terbanding, sampai ke 

penutupan oleh Majelis Hakim.  
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Gambar 3.104 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Pemohon Banding 

Gambar 3.104 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi 

sidang banding (Minutes of Hearing) pada bagian tanggapan Pemohon 

Banding. Berdasarkan gambar 3.104, proses persidangan yang berjalan 

dimulai dengan pemberian tanggapan oleh Pemohon Banding kepada 

Terbanding.  
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Gambar 3.105 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Terbanding 

Gambar 3.105 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi 

sidang banding (Minutes of Hearing) pada bagian tanggapan 

Terbanding. Setelah pihak Pemohon Banding menyampaikan 

tanggapan, agenda persidangan dilanjutkan dengan penyampaian 

tanggapan oleh pihak Terbanding.  
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Gambar 3.106 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Majelis Hakim 

Gambar 3.106 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi 

sidang banding (Minutes of Hearing) pada bagian tanggapan Majelis 

Hakim. Setelah kedua pihak Pemohon Banding dan Terbanding sudah 

menyampaikan tanggapan, agenda dilanjutkan dengan tanggapan oleh 

Majelis Hakim.  

 
Gambar 3.107 Proses Penyusunan Minutes of Hearing (MoH) bagian Informasi Tambahan 

Gambar 3.107 menunjukkan lanjutan dari proses penyusunan Minutes 

of Hearing (MoH) pada bagian ‘Informasi Tambahan’ yang berisi: 

a) Informasi mengenai agenda persidangan selanjutnya beserta 

dokumen apa saja yang diminta oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, 
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Pemohon Banding diminta untuk menyampaikan master file dari 

Transfer Pricing Documentation (TP-DOC) beserta Laporan 

Keuangan Konsolidasi, dan dari pihak Terbanding diminta untuk 

memberikan tanggapan atas penjelasan dari Pemohon Banding 

dalam sidang keenam. 

b) Informasi mengenai tanggal dari jadwal persidangan selanjutnya. 

  

4. Hasil Minutes of Hearing (MoH) dikirimkan kepada Mentor untuk di-

review dan direvisi.  

 

Gambar 3.108 Hasil Minutes of Hearing (MoH) 

Gambar 3.108 menunjukkan hasil dari dokumen Minutes of Hearing 

(MoH) yang sudah diisi dengan ringkasan informasi mengenai 

persidangan. Dokumen MoH yang sudah selesai ini kemudian 

dikirimkan kepada Mentor untuk di-review beserta direvisi. Hasil final 

dari dokumen ini kemudian akan dikirimkan kepada perusahaan klien 

untuk memberikan informasi kepada perusahaan klien bagaimana 

proses serta hasil dari persidangan pada tanggal tersebut. 
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3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses kerja magang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

penulis. Salah satu dari kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah 

data-data yang diperlukan untuk direkapitulasi (Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti 

Potong, dan Rekening Koran) sering kali diterima dalam keadaan tidak lengkap, 

sehingga dapat memperlambat proses pekerjaan rekapitulasi yang dilakukan untuk 

setiap data tersebut. Kendala kedua yang dialami adalah pada saat proses ekualisasi 

PPh Pasal 4 Ayat 2 sering kali terdapat transaksi yang memiliki dasar pengenaan 

pajak yang sama, sehingga ketika melakukan pencarian data di General Ledger 

menggunakan nilai PPh yang terutang menyebabkan data General Ledger yang 

muncul lebih dari satu. Kendala terakhir yang dialami adalah pada saat proses 

ekualisasi PPN keluaran terdapat transaksi penjualan yang tidak dapat ditemukan 

di General Ledger ketika dilakukan pencarian menggunakan nilai dari PPN 

terutang maupun dasar pengenaan pajak, sehingga menghambat proses ekualisasi 

PPN Keluaran. 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam menghadapi beberapa kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan 

kerja magang, penulis menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kendala 

tersebut. Untuk kendala pertama mengenai data yang diterima belum lengkap 

adalah dengan merekapitulasi data yang sudah diterima terlebih dahulu agar 

pekerjaan rekapitulasi tidak terhambat, selanjutnya membuat listing permintaan 

data yang belum lengkap yang kemudian akan dikirimkan kepada klien melalui 

Mentor agar data-data yang belum lengkap tersebut dapat dikirimkan oleh klien dan 

dapat dilengkapi, kemudian lengkapi rekapitulasi dengan data yang sudah 

dilengkapi. Untuk kendala kedua mengenai ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 yang 

memiliki transaksi dengan nilai PPh terutang yang sama adalah dengan 

memverifikasi manual data yang ditemukan di General Ledger berdasarkan dengan 

informasi lengkap dari bukti potong yang sudah direkapitulasi seperti masa pajak 

dan tanggal pemotongan yang sesuai dengan data di General Ledger. Untuk 

kendala terakhir mengenai data transaksi penjualan yang tidak dapat ditemukan di 

General Ledger adalah dengan melakukan pencarian manual data dengan melihat 
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entri data akun Penjualan dan PPN keluaran di General Ledger untuk melakukan 

pengecekan manual terkait transaksi Penjualan dan PPN keluaran yang dicatatkan 

termasuk pencatatan transaksi jurnal yang dilakukan secara kolektif (lump sum) per 

bulan yang menyebabkan pencarian dengan nilai PPN terutang tidak dapat 

ditemukan secara mudah. 
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